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Abstrak: Pentingnya Penilaian Etis dalam Pengungkapan Skandal
Akuntansi. Penelitian ini berupaya untuk membuktikan adanya efek pe-
nilaian etis dalam memediasi kepekaan etis dan whistleblowing. Metode
analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan sam-
pel auditor yang bekerja di Inspektorat Jawa Timur dan Lembaga Au-
dit Tertinggi Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa proses individu
melakukan penilaian etis akan berdampak pada setiap tindakan dan
keputusan yang diambil sehingga lebih peka untuk mengungkap tindak-
an penyelewengan dari berbagai kasus yang ditangani. Oleh karena itu,
pihak terkait sebaiknya memperhatikan aspek penilaian dan kepekaan
etis sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam melakukan
pengungkapan
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Abstract: The Importance of Ethical Judgment in Disclosure of Ac-
counting Scandals. This study seeks to prove the effect of ethical judg-
ments in mediating ethical sensitivity and whistleblowing of accounting
scandals. The method used is the Partial Least Square (PLS) with a sample

Kata kunci:

thical sensitivity,

mor.al,. ) of auditors working in the East Java Inspectorate and the Supreme Audit
penilaian etis, Institution of Indonesia. This study shows that an individual’s process of
penyelewengan carrying out ethical judgments will have an impact on every action taken

so that it is more sensitive to uncovering the deviations from the various
cases. Therefore, related parties should pay attention to aspects of ethical
judgment and ethical sensitivity as the main things considered.

Mengutip ini sebagai: Herlina, S., & Sudaryati, E. (2020). Pentingnya Penilaian Etis dalam Pengungkap-
an Skandal Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(1), 178-190. https://doi.org/10.21776/
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Fenomena terkait tindakan whistle-
blower meliputi skandal akuntansi yang
memaksa Agus Condro dalam kasus Depu-
ti Bank Indonesia tahun 2004 dan Yohanes
Woworuntu dalam kasus sistem adminis-
trasi badan hukum yang terjadi pada ta-
hun 2010. Birokrasi perlu diperbaiki untuk
merealisasikan sistem yang mampu mende-
teksi korupsi sekecil mungkin (Asad et al.,
2019). Jamaluddin & Syarifuddin (2014)
menguraikan bahwa whistleblowing adalah
tindakan seseorang dalam sebuah organi-
sasi dengan memberikan informasi baik be-

rupa temuan bersifat material maupun non
material kepada publik atau pejabat atasan.
Selain itu whistleblowing dinilai sebagai
tindakan yang terbukti lebih efektif dalam
mencegah terjadinya kecurangan daripada
menggunakan metode lain seperti audit in-
ternal, tindakan pengendalian internal, dan
audit eksternal Dalam penelitian Alleyne et
al. (2017), dijelaskan bahwa indikator whis-
tleblowing adalah anonimitas (merahasiakan
identitas whistleblower), independensi, ak-
ses yang mudah, dan tindak lanjut. Adapun
usaha yang dapat dilakukan untuk pening-
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katan kinerja suatu organisasi dengan me-
ngatasi tindakan kecurangan yang terjadi,
whistleblowing yang didukung dengan be-
berapa faktor yaitu kepekaan etis dan pe-
nilaian etis. Beberapa penelitian yang terkait
whistleblowing yakni Baloria et al. (2017),
Bernawati & Napitupulu (2018), Erkmen et
al. (2014), Gholami et al. (2015), Liu & Ren
(2017), MacGregor & Stuebs (2014), Rodg-
ers & Fayi (2019), Ugaddan & Park (2019),
Valentine & Godkin (2019), dan Zhang et al.
(2013).

Penyelenggaraan pemerintahan yang
baik disusun dan diterapkan berdasarkan
kebijakan negara yang demokratis dalam
era globalisasi. Proses penerapan demokra-
si mendapat kontrol masyarakat yang kuat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintahan dibentuk guna membangun
serta menjaga sistem sosial dengan konsep
transformasi paradigma keterbukaan ber-
bagai program pembangunan, peningkatan
kualitas pelayanan publik dan didukung
pemerintahan yang bebas korupsi. Berbagai
perbaikan birokrasi perlu dilakukan oleh pe-
merintah secara menyeluruh dalam berbagai
aspek baik pada eksekutif, legislatif, mau-
pun yudikatif guna menciptakan tatanan
pemerintahan good dan clean governance.
Pemerintah  mengusahakan terciptanya
sistem pemerintahan yang bersih, bebas dari
perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme
dengan tujuan mengurangi kesempatan
penyalahgunaan segala kewenangan yang
dipercayakan negara di antaranya bagi pe-
jabat daerah serta aparat negara dalam me-
ngelola anggaran negara. Penyalahgunaan
tersebut memberikan keuntungan pribadi
baik secara material maupun non-materi-
al atau lebih dikenal dengan istilah fraud.
Skandal fraud pada penerapan tata kelola
pemerintahan menjadi salah satu perhatian
dari para regulator.

Implementasi tata kelola pemerintah-
an yang baik di Indonesia dapat menjadi
hal penting pada era reformasi. Penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik men-
jadi salah satu usaha mengurangi dampak
dari krisis keuangan yang terjadi akibat
adanya fraud di dalam pemerintahan yang
kemungkinan akan menurunkan kualitas
kepercayaan publik. Auditor berperan pen-
ting dalam upaya peningkatan kinerja suatu
organisasi untuk mengatasi tindakan kecu-
rangan yang terjadi. Peran auditor sebagai
whistleblower membuat auditor harus se-
lalu menjaga tingkat penalaran moral saat

melakukan profesinya. Hal tersebut pen-
ting karena penilaian yang berkualitas dan
akuntabilitas serta tidak memihak siapa pun
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pema-
haman dan penerapan nilai yang sejalan
pada individu turut memberikan pengaruh
guna menguatkan dasar seseorang dalam
melakukan penilaian etis atau penilaian au-
dit. Penilaian etis dibentuk dari tingkat ke-
pekaan yang dimiliki oleh setiap auditor da-
lam mengidentifikasi temuan permasalahan
di institusi mana pun.

Salah satu institusi pemerintahan yang
bertugas melakukan audit pada anggaran
negara yang dikelola oleh pejabat yakni Ins-
pektorat dan hal ini berkaitan dengan ranah
akuntansi pemerintahan khususnya terkait
dengan auditor sebagai pengawas dan pe-
meriksa kondisi akuntansi keuangan anggar-
an pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan
berpatokan pada UU No. 32 Tahun 2004
yang didukung Keputusan Mendagri No 64
Tahun 2004. Inspektorat daerah khususnya
Jatim memiliki tugas serta fungsi khusus
melakukan perencanaan program penga-
wasan, merumuskan kebijakan serta fasi-
litas pengawasan dan melakukan pemerik-
saan, pengusutan, pengujian serta penilaian
tugas pengawasan. Berbagai tugas khusus
Inspektorat Jatim tersebut menunjukkan
bahwa lembaga ini memliki pengaruh pada
pengawasan keuangan daerah atau APBD
Jatim dengan baik agar hasil audit wajar
tanpa pengecualian sehingga para auditor
Inspektorat Jatim dinilai memiliki peran da-
lam melakukan tindakan whistleblowing.
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh
kepekaan etis terhadap whistleblowing, pe-
ngaruh kepekaan etis terhadap penilaian
etis, dan pengaruh penilaian etis terhadap
whistleblowing. Kebaharuan penelitian ini
yakni penggunaan penilaian etis sebagai
variabel mediasi untuk menguji pengaruh
ethical sensitvity terhadap whistleblowing.
Grand theory yang dijadikan acuan adalah
Theory Planned Behavior, berisikan niat se-
seorang dalam melakukan suatu tindakan
perubahan dipengaruhi oleh keyakinan di
antaranya meliputi keyakinan perilaku, nor-
matif, dan pengendali.

METODE

Penelitian ini menggunakan beberapa
variabel dalam pengujian. Variabel bebas
dalam penelitian ini ditunjukkan oleh kepe-
kaan etis. Variabel mediasi ditunjukkan oleh
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penilaian etis. Sementara itu, untuk variabel
terikatnya ditunjukkan oleh whistleblowing.
Bagian berikutnya mendeskripsikan ma-
sing-masing variabel. Penggunaan variabel
mediasi khususnya penilaian etis adalah
untuk menguji keberhasilan auditor dalam
melakukan pengungkapan skandal akun-
tansi.

Whistleblowing mendeskripsikan ada-
nya suatu niatan dalam melakukan tindak-
an untuk melaporkan kecurangan baik
yang dilakukan oleh perusahaan maupun
pimpinan kepada pihak berwenang atau ter-
kait. Dimensi atau indikator variabel whistle-
blowing di antaranya meliputi anonimitas
yang menjelaskan adanya sebuah sistem
yang disusun dengan baik dengan tujuan
merahasiakan atau menyamarkan identitias
whistleblower. Selanjutnya, independensi
menjelaskan rasa nyaman yang dirasakan
oleh pihak pelapor dengan tujuan pelaporan
yang dilaporkan ditindaklanjuti oleh pihak
yang independen atau pihak tersebut tidak
terpengaruh oleh pihak lainnya. Selain itu,
terdapat akses yang mudah. Akses yang di-
maksud adalah kemudahan penyaluran in-
formasi dengan komunikasi kepada pihak
terpercaya dalam melaporkan adanya tin-
dakan pelanggaran. Keempat yakni tindak
lanjut di mana pelanggaran yang terlapor-
kan kemudian ditindaklanjuti untuk me-
nentukan tindakan yang diperlukan dalam
menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan
menunjukkan manfaat tindakan tersebut
dan dapat mendorong untuk lebih aktif lagi
melaporkan tindakan pelanggaran (Alleyne
et al., 2017; Chaudhary et al., 2019).

Penilaian etis merupakan hal yang
dilakukan pegawai terhadap organisasi atau-
pun sesama pegawai dalam menjalankan
perilaku etis (Gholami et al., 2015). Indikator
yang digunakan dalam mengukur penilaian
etis oleh Yeoh (2014) didefinisikan sebagai
penilaian etika mengenai keadilan, penilaian
etika mengenai kebenaran, penilaian kebe-
naran etika secara moral, penilaian etika
yang dapat diterima oleh keluarga, penilaian
etika yang diterima secara tradisi, penilaian
etika yang diterima secara budaya, menghin-
dar untuk melakukan pelanggaran atas janji
yang diucapkan, menghindar untuk melaku-
kan pelanggaran atas kesepakatan yang di-
tulis dan konsistensi penilaian masalah etis.

Konsep kepekaan etis oleh Choi & Per-
ry (2010) didefinisikan sebagai kepekaan
etis membantu memahami sistem normatif

organisasi. Sementara itu, Naiyananont &
Smuthranond (2017) menguraikan bahwa
kepekaan etis individu terkait nilai-nilai da-
lam organisasi berfungsi untuk mendorong
individu dalam berperilaku dan bertanggung
jawab atas perilaku etis.

Indikator yang digunakan untuk meng-
ukur sensitivias etika oleh Choi & Perry (2010)
dan Naiyananont & Smuthranond (2017) di-
uraikan sebagai sensitif pada keadilan, pe-
mahaman tata susila sesuai norma dan hu-
kum, sensitif pada nilai kebenaran, senisitif
pada hal yang baik, mampu membedakan
hal yang benar, salah, ataupun persepsi dan
mampu bersikap bijak dengan karakteristik
diri yang positif.

Populasi penelitian ini terdiri dari
seluruh auditor Inspektorat Jawa Timur dan
Badan Pemeriksa Keuangan. Implementasi
teknik pengambilan sampel penelitian yaitu
sampel jenuh, menggunakan semua anggo-
ta populasi sebanyak 100 orang. Pengujian
data dalam penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan Partial Least Square (PLS). Mo-
del yang digunakan adalah model kausalitas
atau pengaruh antarvariabel penelitian.

Model PLS digunakan atas beberapa
pertimbangan, antara lain model yang digu-
nakan adalah pengaruh kausalitas antara
variabel independen dan dependen apabila
salah satu variabel atau keduanya memili-
ki satu atau lebih indikator dan benar-benar
mengukur variabel bukan indikator.Uji outer
model (measurement model) digunakan un-
tuk mengukur indikator reflektif dan forma-
tif. Penelitian ini hanya memakai indikator
yang bersifat reflektif. Indikator reflektif di-
dasarkan pada faktor loading. Faktor loading
> 0,70 sangat direkomendasikan, tetapi nilai
faktor loading 0,50-0,60 dianggap cukup.

Cara mengetahui kemampuan instru-
men penelitian yang akan diukur meng-
gunakan uji validitas. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan Davcik (2014) bahwa
pengukuran konsistensi responden untuk
menjawab setiap poin pernyataan atau in-
strumen penelitian dapat menggunakan uji
reliabilitas. Penggambaran korelasi antara
skor indikator dan variabel diukur dengan
convergent validity. Pengukuran ini memi-
liki ukuran reflektif. Jika nilai tinggi, maka
korelasinya lebih dari 0,7 dengan konstruk
yang ingin diukur. Fassott et al. (2016) men-
jelaskan bahwa penelitian tahap awal dari
pengembangan skala pengukuran dianggap
cukup memadai jika nilai outer loading 0,50
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Tabel 1. Hasil Pengukuran AVE

Variabel

AVE

Kepekaan etis
Penilaian etis
Whistleblowing

0,675
0,533
0,593

sampai 0,60. Dalam penelitian ini digunakan
nilai outer loading sebesar 0,70.

Pengujian dan pengukuran yang telah
dijelaskan merupakan bentuk pengukuran
outer model. Setelah pengukuran outer model
selesai, dilakukan pengukuran inner model.
Pengukuran inner model dilakukan untuk
mengetahui tingkat pengaruh pengaruh
antarvariabel, serta tingkat pengaruh pe-
ngaruh keseluruhan variabel dalam sistem
yang dibangun. Pengukuran inner model
untuk menguji pengaruh antar variabel
dalam penelitian digunakan nilai adjusted
R2. Berdasarkan adjusted R®> suatu model
dapat diklasifikasikan sebagai kuat (< 0,70),
menengah (< 0,45), dan lemah (< 0,25). Se-
mentara itu, pengaruh antarvariabel dalam
sistem yang dibangun pada penelitian di-
hitung dengan menggunakan nilai predictive
relevance (Q?) yang bertujuan untuk menilai
validitas prediktif pada variabel independen.
Validitas prediktif dari suatu variabel inde-
penden dikatakan baik apabila memiliki (Q?)
yang lebih besar dari nol.

Pengujian model fit bertujuan untuk
menemukan suatu model yang fit dengan
data originalnya sehingga dapat menentu-
kan kualitas model. Ukuran fit model ter-
diri dari average path coefficient (APC), av-
erage R-squared (ARS), average adjusted
R-squared (AARS), dan average block vari-
ance inflation factor (AVIF). APC, ARS, dan
AARS digunakan untuk mengukur rata-ra-
ta nilai koefisien jalur, R?, dan adjusted R?
yang dihasilkan dalam model. Ketiga ukuran
model fit tersebut diukur berdasarkan p-va-
lue yang harus < 0,05. Sementara AVIF digu-
nakan untuk menguji masalah collinearity di
dalam model PLS dan nilai yang direkomen-
dasikan ialah < 3,3 (Davcik, 2014; Fassott et
al, 2016).

Tabel 2. Hasil Pengukuran Reliabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah membandingkan nilai square
root average setiap konstruk dengan korela-
si antarkonstruk lainnya menggunnakan
alat ukur yang disebut dengan discriminant
validity. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai
AVE lebih besar 0,5 dan p value kurang dari
taraf siginifikansi. Hasil pengukuran dis-
criminant validity dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa
seluruh tabel dari hasil discriminant validity
berada di atas 0,5 sehingga seluruh varia-
bel itu valid dapat memberikan keyakinan.
Maka setelah lolos uji validitas, dilakukan
uji reliabilitas dengan teknik compsite relia-
bility. Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien
reliabilitas yang harus memiliki nilai lebih
dari 0,7.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil koe-
fisien regresi di atas 0,7. Oleh karena itu,
variabel yang diuji lulus uji reliabilitas.

Pengujian ini dilakukan untuk meng-
ukur pengaruh keseluruhan variabel di da-
lam penelitian, untuk mengetahui tingkat
pengaruh antarvariabel serta keseluruhan
variabel yang dibangun. Pengukuran inner
model untuk menguji pengaruh antarvaria-
bel menggunakan adjusted R? yang diklasifi-
kasikan sebagai kuat (< 0,70), menengah (<
0,45), dan lemah (< 0,25). Pengaruh antar-
variabel dalam sistem yang dibangun pada
penelitian dihitung menggunakan predictive
relevance yang bertujuan untuk menilai va-
liditas efektif pada variabel independen de-
ngan hasil yang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 menjelaskan bahwa whistle-
blowing mempunyai nilai Adjusted R? sebe-
sar 0,556 (55,6%) dan penilaian etis 0,675
(67,5%). Hal ini menunjukkan bahwa vari-
abel whistleblowing dapat diprediksi oleh
variabel kepekaan etis dan penilaian etis-

Variabel

Composite Reliability

Kepekaan etis
Penilaian etis

Whistleblowing

0,925
0,888
0,935
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Tabel 3. Nilai R-square Adjusted (Adjusted R?)

Variabel Endogen Nilai R? Nilai Q2
Whistleblowing 0,556 0,559
Penilaian etis 0,675 0,657

sebesar 55,6% dan variabel penilaian etis
dapat diprediksi oleh variabel kepekaan
etis sebesar 67,5%. Sementara itu, sisanya
dapat diprediksi oleh variabel lain yang tidak
digunakan dalam penelitian ini. Untuk me-
lihat pengaruh keseluruhan variabel dalam
sistem yang dibangun, diperoleh nilai ad-
justed Q? suatu model dapat diklasifikasikan
sebagai tinggi karena nilai Q? terletak pada
rentang Q%= 0,5.

Pengujian model fit bertujuan untuk
menemukan suatu model yang fit dengan
data originalnya sehingga dapat menentu-
kan kualitas model dengan empat ukuran
fit model antara lain average path coefficient
(APC), average R-squared (ARS), average ad-
justed R? (AARS) dan average block variance
inflation factor (AVIF). APC, ARS, dan AARS
digunakan untuk mengukur rata-rata nilai
koefisien jalur. Berdasarkan olah data pada
Tabel 4 diketahui bahwa model dalam pene-
litian ini dinyatakan fit APC, ARS dan AARS
mempunyai p-value kurang dari 0,05. AVIF
sebesar< 3,3 menunjukkan bahwa tidak ada
masalah multicollinearity antara indikator
dan variabel yang digunakan.

Pengaruh kepekaan etis terhadap
whistleblowing. kepekaan etis memiliki pe-
ngaruh terhadap whistleblowing yang ditun-
jukkan oleh taraf signifikansi sebesar 5%.
Hal tersebut dapat dilihat dari p-values sebe-
sar 0,01 dimana < 0,05 (lihat Tabel 5). Selain
itu, nilai estimasi koefisien regresi (original
sample) yang dihasilkan yaitu sebesar 0,62.

Tanda positif pada koefisien regresi pada
Tabel 5 menunjukkan pengaruh yang searah
antara kepekaan etis dengan whistleblowing,
maka kepekaan etis mengalami peningkatan
sebesar 0,01 kali. Dengan demikian, dapat
dijadikan dasar bahwa ada pengaruh kepe-

Tabel 4. Hasil Uji Model Fit

kaan etis terhadap whistleblowing yang pe-
ngaruhnya bersifat positif dan signifikan.

Smaili & Arroyo (2019) menjelaskan
bahwa karakteristik yang tidak bisa dilepas-
kan dari whistleblower yakni individu yang
senantiasa mengamati hal yang tidak sesuai
dengan moral atau etika atau kepekaan etis
cukup tinggi. Individu yang mengamati ke-
salahan kemudian melaporkan kesalahan
tersebut hanya melalui saluran internal. Ke-
mampuan menemukan kesalahan tersebut
merupakan bagian dari penilaian etis maka
perilaku whistleblowing didukung dari ber-
bagai disiplin ilmu dan teori. Teori akuntan
dan psikologi secara umum menjelaskan
bahwa dari sisi akuntan kesalahan pelapor-
an keuangan harus disampaikan dengan ti-
dak adanya paksaan secara moral bahkan
murni sebagai kesadaran adanya pelanggar-
an etika (Lee & Fargher, 2018).

Pengaruh lain dari whistleblowing
adalah konsep kepekaan etis. Choi & Per-
ry (2010) menjabarkan bahwa kepekaan
etis membantu memahami sistem normat-
if organisasi. Etika ini pada individu dapat
menjadi pengendalian dalam bersikap yakni
seseorang dapat mengendalikan diri sesuai
dengan peraturan dan kode etik yang ber-
laku. Sementara itu, justifikasi etis ialah hal
yang dilakukan seseorang baik yang dilaku-
kan secara individu ke sesama individu
maupun dari individu ke organisasi untuk
menjaga perilaku etis (Gholami et al., 2015).

Ugaddan & Park (2019) memberi-
kan alternatif gambaran bahwa kepekaan
pada etika harus dibangun sebab hal ini
juga akan mencegah individu dari perbuat-
an tidak baik. Perbuatan tidak baik, tidak
bermoral, dan tidak etis akan mudah un-
tuk dicegah melalui tindakan whistleblow-

Ukuran

Nilai

APC
ARS
AARS
AVIF

0,419 ; P <0,001

0,620 ; P <0,001

0,615 ; P <0,001
2,340
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Tabel 5. Hasil Uji Kepekaan etis terhadap Whistleblowing

Pengaruh antar Variabel

Original Sample

p Values

Kepekaan etis->Whistleblowing

0,62 0,01

ing ketika individu memiliki kepekaan etis
yang cukup tinggi. Iklim etis dan keseriusan
memiliki pengaruh terhadap whistleblowing,
sedangkan egoisme etis, kebajikan iklim etis,
komitmen organisasional dan biaya pribadi
tidak mampu memacu whistleblowing. Pe-
nelitian ini memiliki persamaan yaitu ada-
nya variabel perilaku etis dan whistleblow-
ing. Perbedaan penelitian ini yakni variabel
komitmen organisasional dengan responden
penelitian auditor internal pemerintah. Per-
samaan penelitian ini adalah keterlibatan
whistleblowing dan perbedaannya terletak
pada responden penelitian staf universitas.
Berbagai penelitian yang berkaitan dengan
whistleblowing telah dilakukan.

Temuan penelitian ini juga selaras den-
gan Baloria et al. (2017), Farooqi et al. (2017),
dan Gholami et al. (2015). Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa komitmen or-
ganisasional, intensitas moral, dan perilaku
etis memacu whistleblowing. Organisasi
membantu mendorong proses pengungkap-
an pelaporan keuangan guna meningkatkan
profesionalitas tata kelola perusahaan. Per-
samaan penelitian ini terletak pada variabel
perilaku etis dan whistleblowing, sedangkan
perbedaan terletak pada variabel ditambah-
kan dengan komitmen organisasi dan komit-
men profesional. Hasil sebaliknya ditun-
jukkan oleh penelitian Behrens (2015) dan
Syamsuddin (2017) bahwa penilaian etis
belum mampu mendorong niat melakukan
whistleblowing.

Disamping itu, Ugaddan & Park (2019)
dan Amir et al. (2018) berargumentasi bahwa
komitmen organsisasi, kompetensi pegawai,
serta penerapan kebijakan mampu membe-
rikan dampak pada peningkatan mekanisme
whistleblowing menjadi lebih tinggi dalam
memberikan keterangan atau melaporkan
adanya tindakan kecurangan dalam laporan
keuangan atau masalah keuangan lainnya.
Demikian pula dengan Baloria et al. (2017),
Yeoh (2014), dan Zhang et al. (2013) yang
mendukung analisis bahwa whistleblowing
mampu mempromosikan kesadaran whistle-
blowing yang efektif. Persamaan penelitian
ini terletak pada variabel kompetensi audior
dan whistleblowing.

Choi & Perry (2010) menjabarkan bah-
wa kepekaan etis membantu memahami
sistem normatif organisasi. Etika ini pada
individu dapat menjadi pengendalian dalam
bersikap misalnya seseorang dapat mengen-
dalikan diri sesuai dengan peraturan dan
kode etik yang berlaku. Sementara itu, pe-
nilaian etis ialah hal yang dilakukan sese-
orang baik secara individu ke sesama in-
dividu maupun dari individu ke organisasi
untuk menjaga perilaku etis (Gholami et al.,
2015). Penilaian etis cenderung pada sikap
yang membangun kebaikan dan fokus pada
perubahan positif bagi orang lain. Terdapat
penelitian sejenis tetapi disajikan dengan
model berbeda yakni penelitian Johari et al.
(2017) yang menjelaskan bahawa auditor
membuat penilaian etis dalam tugas yang
berfokus pada saat mengaudit. Persamaan
penelitian ini yakni keterlibatan variabel
etis, sedangkan perbedaannya adalah teknik
analisis data dan responden penelitiannya
auditor KAP. Latan et al. (2019) menjelas-
kan bahwa penilaian etis merupakan mo-
del pengambilan keputusan dengan empat
tahap yakni kesadaran, penilaian, niat, dan
perilaku secara aktual.

Penilaian etis membantu membangun
kebaikan dan fokus individu serta analisis
local. Pegawai yang bekerja merasa bahwa
keputusan mereka harus didasarkan pada
kebaikan serta kesejahteraan orang lain. Pe-
nilaian etis cenderung mendorong perilaku
yang menghasilkan hasil positif bagi orang
lain. Penelitian terkait dengan penilaian etis
berpengaruh dengan berbagai bidang khu-
susnya pada perilaku. Penilaian etis menun-
jukkan sejauh mana sebuah perilaku dinilai
legal dan tidak etis pada sebuah organisasi
atau masyarakat berdasarkan norma pada
umumnya. Penilaian etis merupakan pros-
es yang berbasis rasionalitas yang terdi-
ri dari empat komponen yakni kesadaran,
penilaian, niat, dan perilaku aktual. Model
teori penilaian etis dikembangkan dengan
tujuan utama menjelaskan serta mempre-
diksi proses untuk membuat keputusan etis
serta faktor yang mendasari pengambilan
keputusan etis tersebut sebagai bagian a-
khir dari penilaian etis.
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Tabel 6. Hasil Uji Kepekaan etis terhadap Penilaian etis

Pengaruh antar Variabel

Original Sample

p Values

Kepekaan etis->Penilaian etis

0,32 0,01

Temuan dalam penelitian ini berbeda
dengan argumentasi Brown et al. (2016) dan
Wainberg & Perreault (2016) bahwa etika
mendominasi dan penting dalam mengenai
perilaku tidak benar yang bertentangan de-
ngan nilai etika. Selain itu, temuan ini juga
tidak sejalan dengan Gholami et al. (2015)
dan Lee & Fargher (2018) yang menjelaskan
bahwa kepekaan rasa belum cukup men-
dorong tindakan. Lebih dari itu keyakinan
nilai harus dibangun untuk mendorong
suatu keputusan niat melakukan whistle-
blowing.

Pada sisi lainya,Valentine & Godkin
(2019) dan Syamsuddin (2017) juga men-
dukung hasil bahwa penilaian etis belum
berdampak pada niat melakukan whistle-
blowing. Hasil penelitian tersebut merujuk
pada teori iklim etis dan delapan prediktor
kontekstual. Iklim etis yang diteliti menun-
jukkan pengaruh tindakan dan iklim etis
umumnya gagal memprediksi secara kon-
sisten. Sebaliknya, status pengawasan mun-
cul sebagai prediktor yang paling konsisten
dengan niat dan perilaku dengan pengaruh
negatif dan signifikan dengan whistleblow-
ing.

Pengaruh kepekaan etis terhadap pe-
nilaian etis. Pada Tabel 6 dijelaskan bah-
wa variabel kepekaan etis memacu penilaian
etis. Hal tersebut dapat dilihat dari p-va-
lues sebesar 0,01 < 0,05. Hal ini berdasar-
kan nilai estimasi koefisien regresi (original
sample) yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,32.
Tanda tersebut menunjukkan bahwa pen-
garuh searah antara kepekaan etis dengan
penilaian etis, di mana jika kepekaan etis
mengalami peningkatan 1 satuan, maka pe-
nilaian etis akan mengalami kenaikan sebe-
sar 0,32 satuan. Berdasarkan nilai p-values
dan koefisien regresi untuk melihat pen-
garuh kepekaan etis dapat disimpulkan bah-
wa kepekaan etis mampu memacu penilaian
etis.

Choi & Perry (2010) serta Naiyananont
& Smuthranond (2017) berargumentasi bah-
wa kepekaan etis membantu memahami
sistem normatif organisasi. Ethical work the-
ory menunjukkan bahwa kepekaan etis me-
rupakan salah satu faktor dalam memacu
niat pelaporan sebab anggota organisasi de-

ngan karakteristik egois rendah dan etikat-
inggi cenderung menyetujui penerapan whis-
tleblowing system. Iklim etis (ethical climate)
menumbuhkan kesadaran berpikir menge-
nai kesejahteraan yang berdampak negatif
dalam jangka panjang atau pada masa de-
pan jika whistleblowing tidak diterapkan se-
hingga kecurangan, kejahatan, maupun tin-
dakan kriminal pada sistem keuangan ilegal
dapat terungkap dan diatasi.

Kepekaan etis merupakan kepekaan
rasa mengenai hal yang tidak etis sehingga
individu dengan cepat dapat memberikan pe-
nilaian etika pada sebuah perilaku tertentu
(Awang & Ismail, 2018). Kepekaan rasa akan
mendorong individu untuk menilai sehing-
ga mampu mencegah adanya perilaku yang
tidak baik agar tidak dilanjutkan sebagai
akibat dari indikasi hal tidak etis terse-
but (Gholami et al., 2015). Abdelhak et al.
(2019) memberikan penjelasan sama terkait
dengan kepekaan atau daya peka yang dimi-
liki individu ketika merasakan hal yang ti-
dak sesuai dengan etika atau non etis maka
dengan cepat menangkap hal tersebut untuk
dianalisis kemudian diberikan penilaian da-
lam bentuk poin.

Beberapa peneliti (Behrens, 2015;
Klein et al., 2018, Urumsah et al., 2018;
Wainberg & Perreault, 2016) melaporkan
adanya suatu kesalahan yang disengaja. Ha-
sil penelitian menunjukkan bahwa saluran
pelaporan anonim dalam model struktural
lebih efektif daripada saluran pelaporan non-
anonim. Perbedaan penelitian mengacu pada
tingkat religiusitas tidak mampu memacu
niat individu dalam melaporkan adanya ke-
salahan. Persamaan penelitian adalah pada
variabel religiusitas dan whistleblowing. Pe-
nelitian dengan hasil sebaliknya adalah dari
Chaudhary et al. (2019) dan Erkmen et al.
(2014) tentang pentingnya individu memiliki
religiusitas tinggi. Namun, keputusan untuk
melakukan sebuah tindakan diperlukan per-
siapan pemahaman yang benar dalam meng-
analis sebuah masalah sebelum melakukan
sebuah niat melakukan whistleblowing. Per-
samaan dengan penelitian ini terletak pada
keterlibatan variabel whistleblowing.

Hasil berbeda ditunjukkan pada pene-
litian Farooqi et al. (2017) dan Syamsuddin
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Tabel 7. Hasil Uji Penilaian Etis terhadap Whistleblowing

Pengaruh antar Variabel

Original Sample p Values

Penilaian Etis ->Whistleblowing

0,75 0,01

(2017) bahwa keberanian dan keyakinan
moral merupakan hal penting dalam melaku-
kan niat bukan kemampuan atau kompeten-
si yang dimiliki individu tersebut. Alleyne et
al. (2017), Erkmen et al. (2014), dan Liu &
Ren (2017) menyatakan bahwa gabungan
dari religiusitas dan etika memacu whis-
tleblowing. Pengukuran perilaku etis tim pe-
neliti audit didasarkan pada skala etis. Hasil
penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh
positif dan signifikan antara keduanya yak-
ni kemungkinan auditor untuk melaporkan
penyimpangan klien dan persepsi mereka
terhadap tim keterlibatan audit dipengaruhi
oleh etika.

Pengaruh penilaian etis terhadap
whistleblowing. Berdasarkan Tabel 7 dapat
disimpulkan bahwa variabel penilaian etis
memacu whistleblowing. Hal tersebut dapat
dilihat dari p-values sebesar 0,01 di mana
< 0,05. Berdasarkan nilai estimasi koefisien
regresi (original sample) yang dihasilkan ya-
itu sebesar 0,75. Angka tersebut menunjuk-
kan pengaruh searah antara penilaian etis
dengan whistleblowing. Jika penilaian etis
mengalami peningkatan 1 satuan, maka
whistleblowing akan mengalami kenaikan
sebesar 0,75 satuan.

Penilaian etis merupakan hal yang
dilakukan pegawai terhadap organisasi atau-
pun sesama pegawai dalam sebuah organi-
sasi dalam menjaga perilaku etis (Gholami et
al., 2015; Johari et al., 2017). Penilaian etis
membantu membangun kebaikan dan fokus
individu dan analisis lokal, pegawai yang
bekerja dirasakan bahwa keputusan me-
reka dan harus didasarkan pada kebaikan
serta kesejahteraan orang lain. Penilaian
etis cenderung mendorong perilaku yang
menghasilkan hasil positif bagi orang lain.
Penilaian etis dijelaskan sebagai penilaian
yang terkait dengan membangun prinsip
dan analisis lokus individu. Untuk mem-
buat keputusan etis, pegawai percaya bah-
wa mereka dapat bertindak pada keyakinan
personal yang dipegang. Penilaian etis men-
dukung pernyataan bahwa keyakinan moral
pribadi lebih penting daripada pengaruh ek-
sternal.

Syamsuddin (2017) menyatakan bah-
wa sebagai pegawai memiliki sedikit hak dan

akan ditolak oleh lebih banyak pegawai lain.
Retalisasi adalah salah satu akibat buruk
dari whistleblowing. Penelitian terkait reta-
litas yang akan diterima oleh karyawan yang
melakukan whistleblowing telah banyak
dilakukan seperti Farooqi et al. (2017) dan
Utami et al. (2017). Akibatnya individu akan
ragu untuk melakukannya di area publik
dan sebaliknya pegawai akan melakukan-
nya dibalik selubung kerahasiaan. Ethical
climate mampu memberikan pengaruh da-
lam pengambilan keputusan etis mengenai
penerapan whistleblowing. Ethical climate
work theory menunjukkan bahwa ethical
climate merupakan salah satu faktor dalam
memacu niat pelaporan sebab anggota orga-
nisasi dengan karakteristik egois rendah dan
etika tinggi cenderung menyetujui penerap-
an whistleblowing system. Ethical climate
menumbuhkan kesadaran berpikir menge-
nai kesejahteraan yang berdampak negatif
dalam jangka panjang atau pada masa de-
pan jika whistleblowing tidak diterapkan se-
hingga kecurangan, kejahatan, ataupun tin-
dakan kriminal pada sistem keuangan ilegal
dapat terungkap dan diatasi.

Justifikasi etis cenderung pada sikap
yang membangun kebaikan dan fokus pada
perubahan positif bagi orang lain. Terdapat
penelitian sejenis tetapi disajikan dengan
model berbeda yakni penelitian Agarwal-
la et al. (2017) yang menjelaskan pengaruh
penilaian kinerja dan kepentingan auditor
untuk fokus pada justifikasi etis. Hasil pe-
nelitian menunjukkan auditor membuat pe-
nilaian etis dalam tugas yang berfokus pada
saat mengaudit. Individu dengan moral yang
baik tentu memiliki etika, dan individu bere-
tika dianggap orang bermoral. Individu yang
bermoral dan beretika tentu memperlihat-
kan sikap bertanggung jawab dengan meng-
ungkapkan hal-hal, tindakan atau kegiatan
yang bersifat pelanggaran moral atau etika
(Utami et al., 2017).

Teori dasar psikologis whistleblowing
menjelaskan bahwa karakteristik umum
individu cenderung sebagai whistleblower
yakni mereka memiliki moral yang dijadikan
pedoman hidup, senantiasa berperilaku se-
suai etika sehingga mampu membedakan
dengan cepat perilaku atau tindakan yang
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dinilai tidak beretika. Maka, kepekaan pada
berbagai hal atau perilaku yang tidak be-
retika akan mudah dikenali (Brown et al.,
2016). Gholami et al. (2015) menggambar-
kan bahwa penilaian etis yang tepat adalah
individu mampu memberikan penilaian etis
sesuai dan benar sehingga dengan mudah
untuk segera melakukan tindakan atau
pengambilan keputusan sebuah tindakan
seperti whistleblowing untuk mencegah atau
menyelesaikan masalah tertentu. Awang &
Ismail (2018) menjelaskan bahwa penilaian
etis mengenai sebuah permasalahan khu-
susnya masalah akuntansi akan memudah-
kan pengambilan keputusan untuk tindakan
whistleblowing. Behrens (2015) menjelaskan
bahwa penilaian yang tepat pada hal yang
non-etis belum tentu mempermudah un-
tuk mempercepat tindakan whistleblowing.
Dasar penilaian etis dapat dijadikan bukti
awal untuk menganalisis bukti selanjutnya
diikuti dengan barang bukti fisik yang kuat
sebagai langkah awal untuk memutuskan
pengambilan tindakan berupa whistleblow-
ing.

Theory of planned behavior menjelas-
kan tentang intention (niat) dan behavior
(perilaku) yang dibentuk dari tiga penentu
dasar, di antaranya meliputi pribadi perse-
orangan secara alami, refleksi dari pengaruh
lingkungan sosialnya, dan pengendalian
sikap (Ajzen, 2005). Apabila dikaitkan de-
ngan variabel penelitian, maka teori ini men-
jelaskan pengaruh variabel religiusitas dan
kompetensi sebagai persepsi dasar (behav-
ioral beliefs) seseorang sebelum menentukan
niat dalam melakukan tindakan yang akan
dilakukan. Setelah persepsi dasar terse-
but dilanjutkan dengan sikap (attitude to-
ward the behavior) (Urumsah et al., 2018).
Dalam hal ini variabel yang disesuikan de-
ngan attitude toward the behavior dikaitkan
dengan penilaian etis. Variabel tersebut di-
jadikan sebagai variabel intervening yang
dapat memberikan pengaruh kuat atau
lemah sebelum adanya pengaruh langsung
dari religiusitas dan kompetensi ke variabel
whistleblowing (Klein et al., 2017). Tiga vari-
abel tersebut menjadikan dasar setiap indi-
vidu dalam memberikan persepsi dan dasar
bersikap sebelum timbul niatan seseorang
untuk melakukan suatu tindakan.

Religiusitas menggambarkan persepsi
keyakinan seseorang. Selain itu, kompetensi
setiap individu dan penilaian etis berkaitan
dengan penilaian etika sebagai gambaran

dari refleksi lingkungan sosial terkait nilai
perilaku yang pantas dilakukan dan tidak
pantas dilakukan melalui berbagai pertim-
bangan (Klein et al., 2017; Urumsah et al.,
2018). Berdasarkan pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa penilaian etis mampu
memegang peranan penting dalam men-
dasari berbagai niat individu yang menjadi
latar belakang dalam kondisi serta situasi
tertentu sesuai dengan kompetensi dan ting-
kat religiusitas yang dimiliki individu terse-
but, sebagai persepsi yang dimiliki individu
dari sisi aspek dan personal. Kerangka kerja
adalah untuk menjelaskan proses penilaian
etis sehingga memengaruhi individu dalam
mengambil sebuah keputusan yang berkait-
an dengan etika.

Tiga faktor yang mendasari individu
melakukan penilaian etis yakni nilai yang
dipahami, sikap, dan niat, sedangkan faktor
organisasi yakni tekanan serta peluang or-
ganisasi. Faktor lingkungan yakni kebijak-
an perusahaan dan interaksi antarindividu
ataupun kelompok yang secara langsung
berdampak pada etika individu ketika meng-
ambil keputusan. Lee & Fargher (2018) dan
Smaili & Arroyo (2019) mengadopsi enam
tahap kognitif perkembangan moral yang
dikembangkan oleh Kohlberg dalam proses
penilaian etis.

Perkembangan dilema etika, di mana
ada alternatif dan konsekuensi (seperti
pengaruh budaya, lingkungan, organisasi,
karakteristik industri, dan pribadi), indivi-
du akan membuat evaluasi (deontologis dan
teleologis), sebelum membuat penilaian etis.
Penilaian etis akan secara langsung memacu
niat etis dalam mempengaruhi perilaku ak-
tual. Latan et al. (2019) dan Yeoh (2014) be-
rargumentasi bahwa indikator pengukuran
penilaian etis terdiri dari fair yakni berkaitan
dengan keadilan atau ketidakadilan yang di-
tunjukkan individu dalam berperilaku atau
memecahkan masalah dinilai sebagai salah
satu penilaian etis oleh pengamat. Selanjut-
nya justyaitu berkaitan dengan kemampuan
individu dalam bersikap sesuai dengan por-
si dan tempat berdasarkan wewenang yang
dimiliki tanpa melebihi kewenangan yang
diberikan. Lalu acceptabel ialah berkaitan
dengan penerimaan diri pada lingkungan
sekitar. Keberadaan diri individu yang mu-
dah diterima di lingkungan menunjukkan
bahwa penilaian etis pada individu tersebut
cenderung positif. Terakhir yakni morality
yang berkaitan dengan kondisi moralitas.
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Individu yang dinilai mampu menjaga eti-
ka dan mampu mengambil keputusan etika
cenderung memiliki kapasitas moral yang
baik. Individu ini kerap menunjukkan pe-
rilaku yang mengandung nilai moralitas.

Penelitian Rodgers & Fayi (2019) men-
jelaskan bahwa profesionalisme internal
auditor berdampak positif terhadap intensi
melakukan tindakan whistleblowing. Balo-
ria et al. (2017) menjelaskan tentang whis-
tleblowing memeriksa komitmen profesion-
al, komitmen organisasi versus komitmen
kolega (fokus komitmen), dan intensitas
moral dari perilaku etis pada ukuran niat
pelaporan. Moral berkaitan dengan langkah
niat pelaporan. Persamaan dengan peneli-
tian ini yakni penggunaan variabel etis dan
whistleblowing, sedangkan perbedaan ter-
letak pada responden yang diteliti. Erkmen
et al. (2014) menjelaskan dampak faktor de-
mografis terhadap whistleblowing dan mem-
berikan hasil bahwa faktor demografis tidak
selalu menjadi faktor utama individu dalam
memutuskan whistleblowing. Persamaan
dengan penelitian ini yakni meneliti faktor
yang menyebabkan whistleblowing, sedang-
kan perbedaan terletak pada teknik analisis
data dan responden objek penelitian. Pem-
baharuan penelitian ini adalah mengkaji
hal-hal lain yang dapat memacu seseorang
melakukan tindakan whistleblowing.

Kerangka penelitian ini memiliki mo-
del yang berbeda dari penelitian sebelum-
nya yakni berusaha menyusun dan meng-
gambarkan keterkaitan variabel kepekaan
etis dan penilaian etis sebagai variabel in-
tervening terhadap whistleblowing. Amir et
al. (2018) menjelaskan bahwa karakteristik
yang tidak bisa dilepaskan dari whistleblow-
er yakni individu yang senantiasa meng-
amati hal yang tidak sesuai dengan moral/
etika atau kepekaan etis cukup tinggi. In-
dividu yang mengamati kesalahan kemudi-
an melaporkan kesalahan tersebut hanya
melalui saluran internal. Kemampuan men-
emukan kesalahan tersebut merupakan ba-
gian dari penilaian etis maka perilaku whis-
tleblowing didukung dari berbagai disiplin
ilmu dan teori. Teori akuntan dan psikologi
secara umum menjelaskan bahwa dari sisi
akuntan kesalahan pelaporan keuangan ha-
rus disampaikan dengan tidak adanya pak-
saan secara moral bahkan murni sebagai
kesadaran adanya pelanggaran etika (Smaili
& Arroyo, 2019).

Berdasarkan penjelasan Eisenbeiss &
Knippenberg (2014) dan Ghosh (2015), ke-

pekaan etis pada individu terkait nilai-nilai
dalam organisasi dapat mendorong individu
untuk berperilaku baik sesuai dengan pera-
turan dan kode etik yang berlaku serta men-
jelaskan bagaimana para pegawai bertang-
gung jawab atas perilaku etis atau tidak etis
dalam organisasi yang diikuti. Kepekaan etis
dibentuk dengan kedua kepentingan dan
keuntungan organisasi. Iklim instrumental
dijelaskan sebagai iklim yang terkait dengan
membangun egoisme dan analisis lokus lo-
kal individu. Pegawai yang bekerja di sebuah
organisasi mengharapkan bahwa organisasi
akan memiliki norma-norma dan harapan
yang mendorong keputusan etis. Ethical
work theory menunjukkan bahwa kepekaan
etis merupakan salah satu faktor dalam me-
macu niat pelaporan sebab anggota organi-
sasi dengan karakteristik egois rendah dan
etika tinggi cenderung menyetujui penerap-
an whistleblowing system.

Ethical climate menumbuhkan kesadar-
an berpikir mengenai kesejahteraan yang
berdampak negatif dalam jangka panjang
atau pada masa depan jika whistleblowing
tidak diterapkan sehingga kecurangan, ke-
jahatan, ataupun tindakan kriminal pada
sistem keuangan ilegal dapat terungkap dan
diatasi. Justifikasi etis cenderung pada sikap
yang membangun kebaikan dan fokus pada
perubahan positif bagi orang lain. Terdapat
penelitian sejenis tetapi disajikan dengan
model berbeda yakni penelitian Agarwal-
la et al. (2017) yang menjelaskan pengaruh
penilaian kinerja dan kepentingan auditor
untuk fokus pada justifikasi etis. Hasil pe-
nelitian menunjukkan auditor membuat pe-
nilaian etis dalam tugas yang berfokus pada
saat mengaudit. Teori yang menguatkan kai-
tan penting etika khususnya penilaian etis
terhadap whistleblowing merujuk pada tin-
dakan yang berasal dari motif moral, Indivi-
du dengan moral yang baik tentu memiliki
etika dan individu beretika dianggap orang
bermoral. Individu yang bermoral dan bereti-
ka tentu memperlihatkan sikap bertanggung
jawab dengan mengungkapkan hal-hal, tin-
dakan atau kegiatan yang bersifat pelanggar-
an moral atau etika (Utami et al., 2017).

Temuan dalam penelitian ini menjelas-
kan urgensi Theory of Planned Behavior (TPB)
sebagai grand theory. Teori ini berargumen-
tasi bahwa kecenderungan seseorang dalam
berperilaku dalam hal ini yakni whistleblow-
ing disebabkan oleh tiga penentu dasar yak-
ni pribadi seseorang, lingkungan sosial, dan
pengendalian sikap. Pengendalian sikap da-
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lam hal ini terkait dengan kemampuan in-
dividu dalam berperilaku. Individu dengan
kemampuan serta kompetensi yang baik me-
macu perilaku yang dikehendaki.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan hasil peng-
ujian dan analisis yang menunjukkan bah-
wa ada pengaruh kepekaan etis dengan pe-
nilaian etis yang ditunjukkan secara positif
dan signifikan. Sikap dan pola pikir selama
kecurangan berkaitan dengan dirinya dan
menimbulkan kerugian atau masalah pada
individu tersebut, cendeung memperdu-
likan adanya penerapan sistem pelaporan
kecurangan tersebut. Sikap individu yang
cenderung mengabaikan didorong oleh min-
imnya perhatian serta pengakuan ataupun
penghargaan yang diperoleh auditor dalam
organisasi tersebut sehingga cenderung
merespon dan minim untuk menanggapi
berbagai hal yang berada pada ranah tu-
gas pekerjaan terkait kasus yang ditangani.
Penelitian ini juga menemukan bahwa pe-
nilaian etis memacuwhistleblowing. Proses
individu melakukan penilaian etis akan ber-
dampak pada setiap tindakan dan keputu-
san yang diambil sehingga lebih peka untuk
mengungkap tindakan penyelewengan dari
berbagai kasus yang ditangani, diperiksa,
atau diselidiki.

Solusi bagi pihak terkait adalah mem-
perhatikan aspek penilaian etis dan ke-
pekaan etis sebagai salah satu hal yang
dipertimbangkan dalam melakukan peng-
ungkapan atau whistleblowing. Hal ini
dilakukan sebagai dasar hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa auditor memper-
timbangkan berbagai aspek tersebut dalam
melakukan pengungkapan masalah penye-
lewengan.

Terlepas dari fokus penelitian ini yang
hanya mencakup auditor pemerintahan,
penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan terkait skandal
akuntansi keuangan. Untuk memperkuat
temuan, penelitian berikutnya diharapkan
menambah responden auditor dari berbagai
instansi pemerintahan dalam jangka waktu
lebih lama dan jumlah responden lebih ba-
nyak dengan metode penelitian lebih dikem-
bangkan melalui metode pengambilan data
dengan wawancara mendalam agar mampu
membahas keterkaitan penilaian etis dan
kepekaan etis terhadap whistleblowing.
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